BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bergulirnya otonomi daerah, yang merubah paradigma penyelenggaraan
pemerintah daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi
desentralistik dengan sebutan Undang-Undang No0.32/2014.

Perubahan kebijakan pemerintah daerah menjadi suatu landasan bagi
pemerintah daerah terhadap mermberikan otonomi yang seluas-luasnya, yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah selanjutnya disingkat dengan pemungutan pendapatan asli daerah untuk
menggali potensi pendapatan daerah masing-masing khususnya pajak dan
retribusi daerah. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah. Suatu daerah dapat mnikmati pendapatan dari sistem
pajak yang jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang baik.

Salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan
didaerah vyaitu pajak dan retribusi. Karena pemerintah dapat membiayai
pembangunan dengan hasil pajak dan retribusi yang diselenggarakan pemerintah
daerah demi terjangkaunya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga
dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, perlu adanya metode pengawasan
yang diatur sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah tersebut yang menjadi sumber
daya sepenuhnya dapat dikelolah oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah

(PAD) oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah



(PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan
cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah
tidak terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu
mandiri sesuai cita-cita otonmi daerah.

Dari berbagai penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka
salah satu komponen dari penerimaan pemerintah daerah Kota Palopo yaitu
retribusi daerah yang memeberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub
sektor penerimaan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Menurut pasal 1
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
pengertian retribusi, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.



Berikut dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu
penelitian dan mengkaji lebih jauh atas permasalahan diatas dengan membuat
judul penelitian.

“ Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palopo”

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini yaitu Apakah Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharaapkan ketika sebuah penelitian
sudah selesai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan yang positif bagi pemerintah daerah kota palopo dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengingat pentingnya retribusi daerah
guna untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
1.4.2 Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningatkan pengetahuan tentang

pendapatan asli daerah.



b. Untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai salah satu
landasan untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Panelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh retribusi daerah terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Palopo, retribusi yang dimaksud
adalah pungutan daerah  sebagai pembayaran  atas jasa atau  pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. penelitian ini diharapkan sebagai
bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah kota palopo,
dalam usaha peningkatan pendapatan Asli daerah dan memperkuat pentingnya

retribusi daerah dalam meningkatkan daerah otonomi di Indonesia.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Retribusi
Dalam penelitian ini sejalan dengan teori retribusi daerah Menurut seragih
(2003:65) menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus
diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagai pendapatan sumber daerah yang berkaitan dengan
konsep kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang pemerintah
teslah sediakan, dimana adanya hal tersebut berpangkal pada adanya efesiensi.
Retribusi daerah merupakan imbalan atau manfaat atas pemakaian yang diperoleh
secara langsung oleh badan hukum atas jasa nyata dari pemerintah daerah (Safrita
2011).

Menurut Mugodim pengertian retribusi  dalam bukunya Ahmad Yani
dalam Hamid Hamdan (2007:26) adalah pungutan yang dilakukan dengan
sehubungan jasa atau fasilitas yang secara langsung diberikan oleh pemerintah
dan nyata kepada pembayaran.

Menurut Halim (2004:67) berpendapat bahwa retribusi daerah adalah
pendapatan daerahm yang berasal dari retribusi daerah. Pemerintah pusat kembali
mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah,



Selanjutnya menurut Suparmako (1987:94) menyatakan bahwa retribusi
daerah merupakan suatu pembayaran oleh rakyat kepeada pemerintah
sebagaimana kita lihat adanya hubungan antara balas jasa diterima langsung
dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Nick Devas, (1989:23) berpendapat bahwa pemerintah daerah mengutip
bayaran atas layanan yang disediakannya. dikutipnya juga bayaran untuk berbagai
surat izin, formulir dan sebagainya, sebahagian besar pendapatan dimasukkan
kedalam pungutan (retribusi)”.

Menurut Widjaya (1992:80) menyatakan bahwa retribusi merupakan harga
pelayanan langsung dari pemerintah daerah dengan memperhatika kualitas
pelayanan dengan baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya jumlah retribusi
yang ditarik.

Menurut Kinarjo (1996:30) dinyatakan bahwa retribusi adalah pungutan
uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha
atau milik pemerintah dan berdasarka peraturan umum yang dibuat oleh
pemerintah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran disebabkan
pemakai karena memperoleh jasa daeri pekerjaan, usaha atau bahkan milik bagi
daerah yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang
diberikan oleh daerah. Kemudian pengertian retribusi daerah dijelaskan lagi
tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 yaitu retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi sebagai pungutan



daerah dalam balasan atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang diberikan

khusus kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. Persamaan Terkait Dalam Retribusi Daerah

a.

Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan kepada

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

. Jasa adalah layanan Kkerja pemerintah daerah berupa usaha yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dirasakan oleh orang pribadi atau badan.

Jasa umum, adalah usaha diserahkan untuk pemerintah daerah atau yang
disediakan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan

dapat dirasakan oleh orang pribadi atau badan.

. Jasa usaha, adalah jasa yang pemerintah daerah telah sediakan dengan

prinsip-prinsip yang mematuhi komersial Karena pada dasarnya mampu juga
disiapkan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu, adalah tindakan pemerintah daerah tertentu dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimana dimaksud
adalah untuk pembinaan, pengaturan, penanganan, dan pengawasan atas
kegiatan kepemanfaatan ruang, sarana prasarana akomodasi tertentu guna
membentengi keperluan umum melindungi kelestarian lingkungan serta

pemakaian sumber daya alam.



2. Objek Retribusi Daerah

Beberapa jenis retribusi yang dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai
dengan objeknya. Dimana objek retribusi merupakan jenis pelayanan atau jasa
tertentu yang pemerintah daerah telah sediakan. Akan tetapi tidak semua jasa
pelayanan yang diberikan atas pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya.
Retribusi hanya memungut jenis- jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan
social ekonominya layak untuk dijadikan objek retribusi. Diantaranya Jasa-jasa
pelayanan sebagai berikut:

a. Retribusi yang dikenakan pada jasa khusus.

b. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

3. Subjek Retribusi Daerah
Bagian dari Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum adalah yang berkepentingan mengenai orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa usaha yang berkepentingan
mengenai orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha
tersebut.

c. Retribusi perizinan tertentu adalah dimana orang pribadi atau badan yang
ingin mendapat izin tertentu dari pemerintah daerah.

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi
Menurut peraturan perundang-undangan wajib retribusi adalah orang pribadi

atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, tergolong



pemungutan tertentu atau pemotongan retribusi. Selanjutnya surat setoran retribusi
daerah yang disingkat dengan SSRD, cara lain ke kas daerah dengan melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya total pokok retribusi
yang tertuang, atau surat lain yang dipersamakan berbentuk karcis, kupon dan
kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikarenakan denda administrasi berupa sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan mendapat surat tagihan retribusi daerah (STRD).

5. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari perolehan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk
mendanai aktivitas yang bersangkutan langsung denga penyelanggaraan
pelayanan. Keputusan mengenai alokasi pemanfaatan perolehan retribusi
ditetapkan beserta peraturan daerah.
6. Kadaluwarsa penagihan retribusi

Masa retribusi adalah sesuai jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah daerah yang berkepenting. Hak untuk melakukan penagihan retribusi
menjadi kadaluwarsa setelah melewati waktu 3 (tiga) tahun terhitung ejak saat
terutangnya retribusi, melainkan jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana

dibidang retribusi.



7. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah
Pengelolaan penerimaan daerah wajib dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-
hati. Pemerintah daerah seharusnya dapat menanggung bahwa semua kapasitas
penerimaan telah tergabung dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah
daerah. Pemerintah daerah harus mempunyai sistem pengendalian yang cukup
untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijaka pengelolaan yang sudah
ditetapkan Pemerintah daerah disalahgunakan oleh petugas dilapangan.
8. Asas-Asas Retribusi Daerah
Ketentuan berdasarkan menteri dalam Negeri Nomor 99970.05-442 tanggal 16
Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan, asas-asas retribusi
daerah adalah sebagai berikut:
a. Asas Keadilan
Dengan dilaksanakannya pungutan retribusi daerah dapat memperhatikan
tujuan hukum untuk dapat berlaku adil, baik dalam peraturan Undang-Undang
yang berlaku di dalam pelaksanaan pemungutannya.
b. Asas Yuridis Pemungutan
Retribusi harus didasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang
berlaku. Tujuan hukum adalah memberikan jaminan untuk Negara dan
masyarakat.
c. Asas Ekonomi
Sesuai dengan fungsi mengatur makna retribusi tidak boleh merusak

keseimbangan jalannya prekonomian.



d. Asas Finansial
Pengenaan retribusi yang sesuai dengan fungsi budgetair maka diusahakan
sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan:

1.

Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan selaku
pembayaran atas jasa dan izin tertentu, khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah Daerah untuk keperluan orang atau pribadi atau badan.
Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang mencakup retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh
pemerintah daerah dengan mematuhi prinsip komersial karena pada dasarnya
mampu juga disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan Tertentu, adalah tindakan pemerintah daerah tertentu
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimana
dimaksud adalah untuk pembinaan, pengaturan, penanganan, dan pengawasan
atas kegiatan kepemanfaatan ruang, sarana prasarana akomodasi tertentu guna
membentengi keperluan umum melindungi kelestarian lingkungan serta

pemakaian sumber daya alam.



Ada lima tolak ukur untuk menilai retribusi Daerah diantaranya:

1.

Yieid (hasil) seperti halnya dengan pajak, dimana Retribusi Daerah
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleerend. Yang
dimaksud Retribusi berfungsi sebagai budgetair adalah retribusi yang
menghasilkan banyak penerimaan retribusi sementara yang dimaksud
retribusi  berfungsi sebagai reguleereend adalah retribusi yang tidak
memperhatikan apakah hasilnya sesuai atau tidak, kemudian yang menjadi
perhatian adalah kefungsian dalam mengatur suatu hal.

Ekonomi Eficiency (efisiensi ekonomi) pajak dan retribusi bisa jadi
penghalang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. lantaran pajak
dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran
ekonomi yang tadinya berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui
keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran
pemanfaatan masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran

pajak dan retribusi.

3. Sustability As Local Source (kesesuaian sebagai penerimaan daerah) yang

dimaksud dengan kesesuaian pungutan selaku penerimaan daerah dapat
dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang serupa dan
yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan
daerah yang serupa, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai
ekonomi, berupa daerah tersebut sanggup melaksanakan pemungutan, maka
pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai

dengan pungutan daerah. Akan tetapi apabila suatu pemungutan tidak



mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama
daerah tercantum tidak sesuai sebagai tempat pemungutan daerah. Sedangkan
kesamaan dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan
telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh
pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan
pastilah dengan daerah yang tinggi.

Dalam mencapai tujuan membiayai pelayanaan, pemerintah daerah harus

memperhatikan prinsip penerapan retribusi. Adapun prinsip-prinsip yang

digunakan pemerintah daerah sebagai indikator dalam penerapan retribusi yaitu:

1. Kecukupan
Retribusi mengenai pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk
melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Dengan diterapkannya
retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah
konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan
kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. Tanpa adanya harga
permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maka Kkita tidak akan
mencapai titik keseimbangan dan tidak menciptakan alokasi sumber daya
yang efesien.

2. Keadilan
Keadilan terhadap penetapan harga layanan atau pungutan retribusi pada
prinsipnya pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua kalangan
masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Penerapan pungutan

retribusi  berdasarkan kemampuan wajib retribusi, semakin rendah



kemampuan membayar maka semakin rendah pula tarif yang dikenakan,
dibanding mereka yang mempunyai kemampuan membayar lebih besar.

3. Kemudahan Administrasi
Secara teoritis retribusi..mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena
pertanggung jawaban didasarakan atas tingkat penggunaan yang dapat diukur,
mudah dipungut lantaran penduduk cuma mendapatkan apa yang mereka
bayar. hal ini terkait 21 dengan benefit principle pada retribusi yang diajukan
oleh Mc.Master (1991) vyaitu retribusi dikenakan kepada individu atau
kelompok yang menikmati keuntungan barang atau jasa tersebut dengan
pemakaian. Melainkan individu atau kelompok yang tidak menikmati
dileluasakan dari kewajiban membayar.

4. Kesepakatan Politis
Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh
masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan
kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastiam
hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan
retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana
memungut retribusinya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah meliputi semua penerimaan uang masuk melalui rekening

kas umum daerah yang menambah ekuiditas dana lancer yang merupakan hak

pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggarannya yang tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah.



Menurut Mardiasmo (2008:132) mengatakan bahwa pendapatan asli
daerah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan asli daerah diharap menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan
semua potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah yang bersangkutan secara
intensif melalui peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) pengelola
sumber-sumber pembiayaan, perbaikan kelembagaan (struktur, mekanisme, kerja
dan koordinasi), evaluasi sumber-sumber dan pengendalian perbaikan dasar
hukumnya dan peningkatan pengawasan. Secara ekstensif melalui pencairan
sumber penerimaan yang baru, meminta kewenangan mengelola sumber
pembiayaan dari pusat (sebagai wujud otonomi yang luas) dan penerbitan perda-
perda baru, pendapatan asli daerah itu dimanfaatkan untuk meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan masyarakata dengan demikian, daerah mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dari sumber-sumber yang
berasal dari wilayahnya.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan
yang diperolen daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba
perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapatan diatas maka penulis dapat mnyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana
penerimaan keungan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah
tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan
keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah di kategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran
pendapatan belanja (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan
yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana
untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari
pendapatan asli daerah dapat dikatan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha
pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan
daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang NO.33 Tahun
2004 adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang tersebut juga

menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan



keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi
daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self
suporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan
terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan
daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin
besar pula kemampuan-kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung
jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah
terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar.
Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan
penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan.
pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan,
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber dan pendapatan
daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1947.
Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi
daerah, pendapatan asli daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul
beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai
dari subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Sedangkan
menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Dalam hal pendapatan asli daerah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten
dan kota memiliki kewenangan penuh potensi daerah yang dapat meningatkan
pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya membuat peraturan-peraturan
daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Namun
demikian, peraturan-peraturan tersebut tetap mengacu pada kapasitas lokal dan
penciptaan iklim yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal
ini mungkin terjadi, karenan pemerintah daerah belum memiliki pemahaman dan
pengalaman yang cukup matang dalam mengelola pendapatan asli daerah, dimana
sebelumnya tergantung dari dana subsidi otonomi daerah (DSO) yang ditransfer
pusat yang tidak memiliki kreativitas untuk menutupi kkesenjangan fisikal yang
dialami, selain itu daerah dibatasi ruang geraknya dalam mengelola aset-aset
daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal
adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mngurangi ketergantungan
fisikal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat
kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah.
Semakin tinggi kemampua daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah
tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.
Jadi kesimpulan mengenai pengertian pendapatan asli daerah menurut
permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi
empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. (desyriani 2016).



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

pendapatan asli
daerah kota jaya
pura,

probabilitas dengan
teknik purposive
sampling. Variabel
penelitian Retribusi
daerah (X),pendapatan
Asli daerah (Y).

No Nama Penulis/ Metode Analisis/ Hasil Penelitian
Judul Penelitian Variabel Penelitian

1. | Safrita Tahun 2011/ | Metode penelitian yang | Hasil penelitian ini

Pengaruh retribusi digunakan adalah menujukkan bahwa

daerah terhadap metode non retribusi jasa umum

memberikan kontribusi
terbesar terhadap
pendapatan asli daerah.
pengujian secara parsial
menunjukkan bahwa
retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan
tertentu tidak
berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan
asli daerah kota jaya
pura.

Kontribusi retribusi
daerah terhadap
pendapatan Asli
Daerah(PAD)

Penelitian Retribusi
daerah(X),Pendapatan
Asli Daerah(Y).

2. | Okta sigit utama Metode penelitian yang | Hasil penelitian
Tahun 2013/ digunakan berupa data | menunjukkan bahwa
Analisis pengaruh sekunder yang bersifat | secara parsial pajak
pajak daerah dan kuantitatif. Variabel daerah dan retribusi
retribusi daerah penelitian pajak daerah | daerah berpengaruh
terhadap pendapatan | (X1), retribusi daerah signifikan terhadap
asli daerah. (X2), Pendapatan Asli | pendapatan asli daerah

daerah (). pada pemerintahan kota
dan pemerintah
kabupaten di wilayah
karesidenan Surakarta.

3. | Anton Metode penelitian yang | Hasil penelitian ini
simangunsong digunakan berbentuk menjelaskan bahwa
Tahun 2014/ Deskriptif. Variabel selama tahun 2009

sampai dengan tahun
2014 target penerimaan
pendapatan Asli
daerah(PAD)




kabupaten /Kota Di
provinsi kalimantan
Barat.

mengalami kenaikan,
dimana setiap
pemerintah daerah
kabupaten/kota
berusaha meningkatkan
realisasi penerimaan
PAD.

Regina Usman
Tahun 2015/
pengaruh pajak
Daerah dan retribusi
daerah terhadap
pendapatan asli
Daerah.

Metode penelitian yang
digunakan adalah
Judgement sampling.
Variabel penelitian
pajak daerah (X1),
retribusi daerah(X2),
pendapatan asli daerah

().

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
ada perbedaan signikan
secara simultan antara
pajak daerah dan
retribusi daerah
terhadap pendapatan
daerah. Secara parsial,
pajak daerah
berpengaruh positif
signifikan terhadap
PAD, sedangkan
retribusi daerah tidak
memiliki pengaruh
signifikan
terhadapPAD.

Ayu aisyah desriani
Tahun 2016/
Analisis kontribusi
pajak daerah dan
retribusi daerah
terhadap pendapatan
asli daerah pada
pemerintah daerah
kabupaten/ kota di
provinsi lampung.

Metode yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
metode purposive
sampling. Variabel
penelitian pajak daerah
(X1), retribusi daerah
(X2), pendapatan asli
daerah(Y).

Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa
pajak daerah dan
retribusi daerah
berkontribusi terhadap
pendapatan asli daerah.
kabupaten/kota yang
memiliki kontribusi
pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah
terbesar adalah kota
Bandar lampung
dengan persentase
sebesar 69,13%.

Al. Zailani
Hasibuan Tahun
2016/ pengaruh

Metode penelitian yang
digunakan berbentuk
deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian
diperoleh persamaan
regresi linier sederhana




retribusi perizinan
tertentu terhadap
pendapatan asli
daerah (PAD)
pemerintahan
daerah kabupaten

Variabel penelitian
retribusi perizinan (X),
pendapatan Asli daerah

().

yaitu
Y=9,57+18,55X,artinya
terdapat hubungan
antara variabel retribusi
perizinan tertentu (X)
dengan pendapatan asli

rokan hulu. daerah ().

M.Zahari MS Tahun | Metode yang Hasil penelitian
2016/ pengaruh digunakan dalam menunjukkan bahwa
pajak dan retribusi | penelitian ini adalah potensi pajak dan
daerah terhadap metode retribusi daerah masih

pendapatan asli
daerah kabupaten
sarolangun.

dokumentasi,Variabel
penelitian pajak (X1),
Retribusi daerah(X2),
Pendapatan Asli
Daerah ().

rendah perlu
ditingkatkan selama
periode 2010-
2015,kontribusi pajak
daerah pendapatan
untuk PAD rata-rata
23,1% satu tahun, dan
kontribusi daerah
pendapatan retribusi
rata-rata 16,01% satu
tahun, secara
keseluruhan, pajak
daerah dan daerah
retribusi berpengaruh
terhadap peningkatan
PAD dikabupaten
sarolangun.

Annisyah Ramadani
Tahun 2018/
Pengaruh retribusi
daerah terhadap
pendapatan asli
daerah kabupaten
batu bara.

Metode

penelitian yang
digunakan adalah
kuantitatif. Variabel
penelitian Retribusi
daerah (X), Pendapatan
Asli Daerah (Y).

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
DPPRD kab. Batu bara
memiliki unsur yang
bergerak pada
pendataan dan
penetapan, pajak
BPHTB dan pendapatan
lain-lain.

Endra Gunawan
Tahun 2018/
pengaruh

Metode penelitian ini
menggunakan data
skunder, Variabel

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
efektifitas penerimaan




evektivitas
penerimaan pajak
daerah dan retribusi
daerah terhadap
pendapatan asli
daerah kabupaten
aceh timur.

penelitian Evektifitas
pajak daerah (X1),
Retribusi
daerah(X2),Pendapatan
Asli Daerah(Y).

pajak daerah selama
tahun 2011-2015
tergolong sangat
efektif,efektifitas pajak
daerah memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
pendapatan asli daerah
dengan nilai
sig.0,001<0,05.
Efetifitas pajak daerah
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap pendapatan
asli daerah dengan nilai
sig.0,000<0,05.

10.

Andi Muh sofian
assaury yahaya,
Revoldai Agusta
Tahun
2018/Peranan
penerimaan pajak
daerah dan retribusi
daerah terhadap
pendapatan asli
daerah pada badan
pendapatan daerah
kabupaten
bulukumba.

Metode penelitian yang
digunakan adalah
metode
deskriptif.Variabel
penelitian

Hasil penelitian dan
pembahasan yang diliat
dari penerimaan pajak
dan penerimaan
retribusi yang diterima
dari tahun 2016 sampai
2018 dan kontribusi
pajak dan retribusi
daerah terhadap
pendapatan asli daerah
maka dapat diketahui
bahwa penerimaan
pajak daerah dan
retribusi daerah
memberikan peranan
yang cukup signifikan
terhadap pendapatan
asli daerah.




2.3 Kerangka Konseptual
Kerangka konsptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara variabel-
variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual yang dapat disusun adalah:

Gambar 2.3 kerangka konseptual

kecukupan -, Sel;tor p?ak
aera
"{ . . )
Retribusi Daerah Pendapatan Asli o
kecukupan |....... > Dae?ah v e Retribusi
(X) Derah
R 4
Kemudahan ... ®..
administrasi Perusahan
milik daerah
Kesepakata .
n politis | Pengelolaan
kekayaan
daerah
Keterangan:

(X) = Variabel Independen
— = Tanda penghubung (variabel independen dan variabel dependen)
(Y) = Variabel Dependen

----- » = Tanda penghubung indikator variabel



2.4 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk
pertanyaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:
“Diduga bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.”



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam
usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan
analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan
dalam bentuk angka-angka yang meliputi data time series. Penelitian ini dilakukan
di Kota Palopo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada retribusi daerah yang berlokasikan di daerah kota
palopo. Sebagai tempat pengujian, sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam
penelitian ini kurang lebih 2 bulan lamanya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah dalam retribusi daerah di daerah Kota Palopo, yang
mempunyai Karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan menggunakan data time series selam 10 tahun mulai dari tahun 2010-2019
yang dijadikan sebagai populasi penelitian.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, yang dijadikan sebagai obyek dalam
penelitian pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan data time series

dari tahun 2010-2019.



3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.
Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari sumbernya,
seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya. Data
sekunder yang digunakan berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Palopo.

3.5 Teknik pengumpulan data

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan
bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang peneliti kutip
dari buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumentar yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang berasal dari
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo mengenai retribusi pedagang
kaki lima dan pendapatan Asli Daearah (PAD) yang diakses.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah
yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran Kkriteria.

3.6.1 Variabel Independen

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang disediakan khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Data retribusi daerah diukur dalam satuan

rupiah.



3.6.2 Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3.7 Instrumen penelitian

Dari indikator yang terdapat pada bagian variabel penelitian dan definisi
operasional maka dapat menggambarkan instrument sesuai dengan validitas isi
yaitu dikaitkan dengan teori yang di ungkapkan bahwa setiap variabel mempunyai
urusan masing-masing.

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan dalam mengungkapkan data variabel yang diteliti secara cermat tinggi
rendahnya instrument yang dimaksud secara konstruksi dan isi selesai, maka
diteruskan uji coba instrument, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian
instrument dengan menggunakan computer program SPSS.

3.8 Teknik Analisis Data
Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
metode analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah regresi
linier sederhana:

Y =a+bX

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah
a = Konstanta
b = Koefisien regresi variabel

X = Retribusi Daerah






BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Palopo

Kota palopo merupakan kota di sulawesi selatan yang ditingkatkan statusnya
menjadi kota berdasarkan praturan nomor 11 Tahun 2002 dan diresmikannya
berdirinya pada tanggal 2 juli 2002 oleh Mentri dalam Negeri Republik Indonesia
di Jakarta.

Kota palopo sebagai kota kuno yang berkembang pesat. pusat kota ini
menyerupai kota-kota lain di Indonesia dimana pusat kota berada di kantor balai
kota dan kantor pemerintahan lainnya.

Dengan pertumbuhan yang pesat, kota Palopo memiliki potensi luas
wilayah dan besar jumlah penduduk. Sejalan dengan itu dalam rangka efesiensi
dan efektivitas menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan, maka perlu
diadakan pemekaran kecamatan, kelurahan atau desa yang berada dalam wilayah
Kota Palopo.

Adapun yang menjadi latar belakang pemikiran dan pertimbangan
ditingkatkan statusnya menjadi kota. Karena perkembangan dan kemajuan yang
telah menunjukkan cirri-ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan

pembinaan serta peraturan penyelenggaraan pemerintahansecara khusus.



a. Keadaan Geografis
Kota palopo secara geografis terletak antara 2°,53°157-3°04°08” Lintang Selatan
dan 120,03 ‘10”- 120°14°34” Bujur Timur, dengan batas-batasnya:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

e Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

e Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.

e Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
b. Luas Wilayah
Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama
dengan 0,39 % dari luas wilayah propinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi luas
seperti itu oleh pemerintah Kota Palopo telah membagi menjadi 9 Kecamatan dan
48 Kelurahan pada tahun 2005.

Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah seperti halnya
dengan keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai. Data menunjukkan bahwa
sekitar 62,85 % dari total luas daerah Kota Palopo yang merupakan daerah dengan
ketinggian 0 - 500 m dari permukaan laut, 24,76 % terletak pada ketinggian 501 —
1000 m dan sekitar 12,39 % yang terletak di atas ketinggian lebih 100m m.

Jumlah penduduk Kota Palopo menurut hasil survei sosial Ekonomi
Nasional 2007 telah berjumlah 137.585 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 67.389
jiwa dan perempuan berjumlah 70.206 jiwa. Dengan demikian angka sex Ratio
sebesar 96, angka ini menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk

perempuan ada 96 penduduk laki-laki.



Keadaan penduduk akhir tahun 2007 menurut kepadan pendudukdi setiap
Kecamatan se-Kota Palopo. Kesannya adalah bahwa kepadatan penduduk sangat
tidak merata atau cukup bervariasi, bila diamati secara cermat ada tiga kecamatan
yang penduduknya terbilang sangat padat jika dibandingkan dengan kecematan
lainnya, ketiga kecamatan dimaksud adalah kecamatan wara dengan angka
kepadatan 2.451 jiwa per km?, kecamatan wara timur dengan angka kepadatan
sebanyak 2.211 jiwa per km?, kecamatan wara utara dengan angka kepadatan
sebanyak 1.628 jiwa per km?, sedangkan kecamatan lainnya belum terlalu padat,
seperti tiga kecamatan lainnya yaitu kecamatan mungkajang dan wara barat
kepadatan penduduknya masing-masing baru mencapai 130 jiwa per km?,
sementara kecamatan sendana baru mencapai 189, untuk kecamatan wara barat
sekitar 203 jiwa per km2 sementara tiga kecamatan lainnya kepadatan
penduduknya berkisar antara 358 hingga 913 jiwa per kmz.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Palopo
Pemerintah Kota Palopo melaksanakan pembangunan dengan visi dan misi
sebagai berikut:
Visi : Menjadi salah satu Kota Pelayanan Jasa terkemuka di kawasan Timur
Indonesia.
Misi :
1. Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayanan jasa
terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Menciptakannya suasana Kota Palopo sebagai kota yang damai aman
dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, social budaya, agama,

pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.



Gambar 4.1
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4.1.3 Data Hasil Penelitian

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Pengukuran variabel ini melibatkan variabel bebas (X)

dan variabel terikat (Y), yang dinamakan rumus Y= a + bX. Nilai a adalah

konstanta, b adalah koefisien regresi untuk variabel X.

1. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tabel 4.1
Jumlah Retribusi Daerah
(Rupiah)

Tahun Retribusi Perubahan Persentase (%0)
2010 20.117.286.410.00 - -
2011 24.926.169.000.00 4.808.882.590.00 0.24
2012 24.926.169.000.00 0 0.00
2013 6.754.632.000.00 -18.171.537.000.00 -0.73
2014 6.289.042.222.62 -465.589.777.38 -0.07
2015 6.029.357.763.00 -259.684.459.62 -0.04
2016 6.858.696.882.00 829.339.119.00 0.14
2017 6.845.567.072.00 -13.129.810.00 0.00
2018 8.022.878.576.00 1.177.311.504.00 0.17
2019 9.074.168.790.00 1.051.290.214.00 0.13

Sumber Data : BPS Kota Palopo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Palopo pada tahun

Kota Palopo.

Retribusi

2010 - 2019 terjadi penurunan pada retribusi daerah

daerah Kota Palopo pada tahu 2010 sebesar




20.117.286.410.00 sampai dengan tahun 2019 vyang diperoleh sebesar
9.074.168.790.00 atau penurunannya 0.13% dari tahun sebelumnya.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 Ayat 15 meneyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambahan nilai yang bersih dalam priode tahun anggaran
yang bersangkutan. Berikut data jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

tahun 2010 — 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo:

Tabel 4.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo
(Rupiah)
Tahun Pendapatan Asli Perubahan Persentase(%o)
Daerah
2010 28.219.019.910.00 - -
2011 35.703.421.000.00 7.484.401.090.00 0.27
2012 35.703.421.000.00 0 0.00
2013 51.663.729.000.00 | 15.960.308.000.00 0.45
2014 81.646.676.135.35 | 29.982.947.135.53 0.58
2015 92.277.783.805.00 | 10.631.107.669.47 0.13
2016 134.110.076.220.35 | 41.832.292.415.35 0.45
2017 167.307.131.609.15 | 33.197.055.388.80 0.25
2018 139.282.846.484.07 | -28.024.285.125.08 -0.17
2019 165.673.814.780.00 | 26.390.968.295.93 0.19

Sumber Data : BPS Kota Palopo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo

pada tahun 2010-2019 terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Palopo. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo pada tahun 2010 sebesar
28.219.019.910.00 Sampai

dengan tahun 2019 vyang diperoleh sebesar

165.673.814.780.00 atau peningkatannya 0.19 % dari tahun sebelumnya.



Berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi

20 maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Sederhana Retribusi Daerah (X)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) | 149862939227.239|25122329222.776 5.965| .000
Retribusi -4.731 1.772 -.686( -2.670| .028

a. Dependent Variable: PAD

Hasil Dari versi 20 diperoleh hasil perhitungan koefisien regresi sederhana

terlihat pada tabel diatas.

Dari tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y=a+ bX

Y =149.862.939.227.239 -4.731 X

Dimana :

1. Konstanta sebesar 149.862.939.227.239 vyaitu jika retribusi daerah (X) sama

dengan  nol,

maka

149.862.939.227.239

Pendapatan

Asli  Daerah

(Y)

sebesar

Rp

2. Nilai b = - 4.731 artinya setiap penurunan jumlah retribusi sebesar 1 Rupiah

maka berpengaruh terhadap berkurangnya (menurunnya) jumlah Pendapatan

Asli Daerah sebesar - 4.731




Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien dan Determinasi

Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.686°

A7l

405

42430481741.653

a. Predictors: (Constant), Retribusi

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,405

atau 40,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbang pengaruh variabel

independen yaitu Retribusi daerah terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan

Asli Daerah sebesar 40,5 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,5 % oleh faktor-

faktor lain dijelaskan yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan nilai T tersaji pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) | 149862939227.239|25122329222.776 5.965| .000
Retribusi -4.731 1.772 -.686( -2.670| .028

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,028 karena nilai

signifikan lebih kecil dari nilai taraf signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa secara parsial Retribusi daerah (X), signifikan terhadap pendapatan Asli

daerah (Y).




4.2 Pembahasan

Hipotesis: Diduga bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo pada tahun 2010-
2019. Setelah dilakukan perhitungan dengan analisis regresi sederhana dengan
menggunakan program SPSS 20. maka diperoleh koefisien regresi retribusi daerah
sebesar .868 dan nilai signifikan sebesar .028 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti
bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penelitian ini sejalan dengan teori retribusi daerah menurut seragih
(2003:65) retribusi adalah tarif daerah sebagai pelunasan berdasarkan jasa ataupun
bantuan atas persetujuan khusus yang sebenarnya untuk dibagikan khususnya
kepada bagian pemerintah daerah demi kebutuhan pribadi maupun organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan Usman. Pengaruh pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap pendapatan Asli Daerah. Dengan menunjukkan hasil penelitian
bahwa ada perbedaan signifikan secara simultan antara pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap pendapatan daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah, sedangkan retribusi
daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Safrita. Pengaruh retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah kota jaya pura. Dengan menunjukkan hasil

penelitian bahwa retribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap



pendapatan asli daerah. pengujian secara parsial menunjukkan bahwa retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota jaya pura.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: yaitu mengenai
Pengaruh Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota
Palopo maka dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan retribusi
daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) Kota
Palopo pada tahun 2010-2019. Setelah dilakukan perhitungan dengan analisis
regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS 20. maka diperoleh
koefisien regresi retribusi daerah sebesar .868 dan nilai signifikan sebesar .028
lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



5.2 Saran
Berikut ini adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian,
yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah Kota Palopo.

Bagi pemerintah kota palopo perlu dilakukan upaya untuk
mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat lebih meningkatkan

pendapatan asli daerah.



